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GL_BERNLR GGRGHTA]L,O
PERATURAN GUBERNUR @RO}JTALO

NOMOR r: TAHUN 2013

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENMN PA]AK KFNDARAAN BERMO'TOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARMN BEFIIV'OTOR DALA}I4|

WII.AYAH PROVINSI GoRoM /\Lo

DENGAN MHMAT TUHAN YANG }4II\HA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam rangka pemungutan pajak Kendaraan Barrnotor (pKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermoton (BBN-KB) di prorrinsi Gorontalo
maka perlu ditetapkan perhitungan damr pengenaan pKll dan BBN-FIB;
bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2013 tentang Perubahan Kelim,a Atas Peraturan ilr4enteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentangl penghitungan Da:;ar pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea U,alik Nama Kendariaan Bermotor,
terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor zl; tahun zoL3
perlu diganti;
bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur Gorontalo
tentang Perhitungan Dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor D;rlam Wilayah pu.or,rinsi Gorontalo;
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258 tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia frlornor a060 );
undang-Undang Nomor 17 Tahun i1003 tentang l,lerrcrngan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomrlr azg6);
undang-Undang Nomor 15 Tahun zoa4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab l(euangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zo04 Nomor e;6, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia llofirof 4400); tl
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u
1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2C04 tentang Perrreriintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indone:sia Tahun 2004 Nomor LZS,
Tambahan Lembaran Negara Repulrlik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali oliubah terakhir dr:ngan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentarll} Perubahan krdua atas undang-
undang Nomor 32 Tahun 2a04 tentang pemr:rintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahun ;1008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nornor a9afli
undang-undang Nomor 33 Tahun 2aa4 tenterngl perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0D4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aa34;
undang-Undang Nomor 22 Tahun ,2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara F(epublik Indonesier Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rellul3lik Indonesia
Nomor 5022);
undang-undang Nomor 28 Tahun 2:009 tentang pajatr Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara lRepublik Indones;ia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tarhun zaaT tenErng pembagian

urusan Pemerintahan antara pernerintah, pemerint,ahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun za07 Nomor Bz, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7:i',t);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun :2013 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Mernteri Dalam liegeri Nomor 29
Tahun 2012 tentang Penghitungan Dersar pengenaan pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendararan Bermotor (Lemrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 535);
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo l{omor 05 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provirnsi Gorontalo Tirhun 2011 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nornrcrr 03)i a----/
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DISAII PENGENMN
PAJAK KENDARMN BERMOTOR DAN IBEA BALIK N,\M|A 11E1,1p4R MtrrJ
BERMOTOR DALAM WII.AYAH PROVINSI Cil]RONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksurd dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangka;: daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerrah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keu,angan Daerah Pro'rinsi Gorontalo.
5. Kendaraan Bermotor adalah semu,a kendaraan benoda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berup'a motor atau pelralatan lainnya
yang befungsi untuk mengubah suatu sumber day,r energi teftentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermo'tor yang bersarrgk.utan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinyet menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat s€rcdfa permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air.

6. Kendaraan Bermotor Angkutan umum adalah setiap k:ndaraan yang
dipergunakan untuk mengangkut oranr3 atau barang de:nrgan dipungut
bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutarr rlrnum dan izin
trayek atau izin tidak dalam trayek.

7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat l>K13,, adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan lir:ndaraan bermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnl'a disingkat BBN-
KB, adalah pajak atas penyerahan hak rnilik kendaraan berrnotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuiltan sepihak atau lceadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

9. Kendaraan bermotor ubah bentuk ad,alah kendaraarr trcrmotor yang
mengalami perubahan teknis dan/atau sr:da penggunaarln,/a.

10. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah erlat-alat berat
dan alat-alat besar yang dalam operasin)l,a menggunakan roda dan motor
dan tidak melekat secara permanen.

11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selernjutnya disingkarl NJ
Harga Pasaran Umum atas suatu kendarilan bermotor.

KB, adalah
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L7. Harga Pasaran umum, yang selanjutrrya disingkat 11p1,r, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari berbagai surmber data yang akurat.
Tahun Pembuatan adalah tahun p,erakitan dan/atau tahun yang
ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh F,ihak berwenang.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

DASAR PENGENMN PKB DAN BBN-KB
Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan tlermotor yang
Dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan l\tlat-Alat Besar

Pasal 2
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB di,letapkan berdilsetrkan perkalian

dan 2 (dua) unsur pokok:

a. NJKB; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat k:rusakan jalan
dan/atau pencemaran ringkungan iakibat p€nggLn?idn kendaraan
bermotor.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama
bulan Desember Tahun Z}LZ.

(3) NIKB sebagaimana dimaksud pada ayall (2) tercantum p,ada kolom 6
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayart (1) huruf b clin,yatakan dalam
koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (s;atu).

(5) Koefisien sama dengan 1 ( satu ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor dianggerp masih dalan b,atas toleransi.

(6) Koefisien lebih besar dari 1 ( satu ) sebagai yang dimaksrudl ;rada ayat (4)
berafti penggunaan kendaraan bermollor dianggap melewati batas
toleransi.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) tercantum prada kolom 7
Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan selngai berikut :
a) sedan, jeep, minibus, microbus, bu:;, sepeda motor clarn sejenisnya

sebesar 1 (satu); dan
b) mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).
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Pasal 3
(1) Khusus untuk kendaraan bermotor yanr3 digunakan difu,ar jalan umum,

dasar pengenaan PKB adalah NIKB.
(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum,

dasar pengenaan pKB adalah NJKB.

Pasal 4
NJKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (z), riijadikan dasar
pengenaan BBN-KB.

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pKB untuk kendaraan bermotor arrgkutan umum

orang ditetapkan sebesar 600/o (en,am puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada koforn u Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor anr;kutan umum
orang ditetapkan sebesar 600/o (enam puluh persen) dari dasar
pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

(3) Dasar pengenaan pKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang ditetapkan sebesar g0% (delapan puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom B Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

(4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang ditetapkan sebesar B0yo (del;apan puluh persen) dari dasar
pengenaan BBN-KB sebagaimana tercarntum pada koklrnr 6 Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasaf 6
(1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar p,enghitungan pt(B dan BBN-KB

ditetapkan berdasarkan hasil penjumlal'ran NJKB dengern nilai jual ubah
bentuk.

(2) NIKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dirrrraksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiritn II peraturan
Gubernur ini.

(3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum
tercantum dalam Lampiran II peraturan Gubernur ini, ditetapkan
lanjut dengan Peraturan Gubernur.

lebih
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(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui DireKur lendral Keruangan Daerah
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan ,A,lat-Alat Besar

Pasal 7
(1) Perhitungan dasar pengenaan PKB rlan BBN-KB untuk kendaraan

bermol-or alat-alat berat dan alat-alart besar ditetapkarr berdasarkan
NJKB a;lat-alat berat dan alat-alat besar.

(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat be:nr sebagaimana rCiimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU a'lias suatu alat-a at trcrat dan alat-
alat besar pada minggu pertama bulan tlesember Tahun Z}LZ.

Pasal B
(1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 't ayat (1) dijadikan dasar pengtenaan pKB dan I]BN-KB untuk
kendaraan bermotor atat-alat berat dan alat-atat besar.

(2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB unltuk kendaraan lrcrnrotor alat-alat
berat dan alat-alat besar sebagaimrana dimaksud gnrda ayat (1)
tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor Yang Belum Telrcantum

Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 9
Penghitung;an dasar pengenaan PKB dan BtlltJ-KB untuk kerrdaraan bermotor
yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran
Peraturan (3ubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalarn Negeri tentarg Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nerrna Kendaraan
Bermotor.

Pasal 10
(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan

dasar pengenaan PKB dan BBN-KB serbagaimana dirnaksud pasal g,
Gubernrur menetapkan dasar pengenaan pKB dan BBN-KB yang
merupakan tambahan Peraturan Gubernur ini dengan k:terntuan:
a. dalam hal diperoleh harga koson,3 @ff the road), nilai jualnya

ditetapkan dengan pengurangan seloesar tarif Pajak perbambahan

Nilai; ll
'---/
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b' dalam hal diperoleh harga isi (on ,h1e road), nilai .iualrnya ditetapkan
dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah BBhl-KB ditambah
tarif Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Untuk dasar pengenaan PKB dan BBfil-KB atas Kereta Gandeng atau
Tempel, dan Tambahan atau selisih NIKB ganti nres;ip yang belum
tercanllum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini akern Clitetapkan lebih
lanjut rJengan perubahan peraturan Guternur ini.

(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yanrg ditetapkan clerrgan perubahan
Peraturan Gubernur ini sebagaimana diimaksud pada ayart (1) dan ayat
(2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui DireKur Jenderal
Keuanqan Daerah paling rambat )t (tujuh) hari ikerja setelah
diundangkan.

Pasal 11
NJKB untuk kendaraan bermotor yang clioperasikan di air sebagaimana
dimaksud clalam Pasal 9 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan pKB dan BBN-
KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

BAB III
KETENTUAN I.AIN-I.AIN

Pasal 12
Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dirnraksud dalam
Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin pernyelenggaraan aira3kutan umum
dan izin tralyek atau izin tidak dalam trayek.

BA8 IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Gorontalo lrlomor 25 Tahun 2013 tentang Pemberlakuarr ff)cara Mutatis
Mutandis Ptlraturan Menteri Dalam Negeri filomor 24 Tahun .2013 tentang
Perubahan lKeempat Atas Perafuran Menteni Dalam Negeri Nonror 29 Tahun
2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenenn Pajak Ken,lareran Bermotor
dan Bea Elalik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan di
berlaku.

nlatakan tidak
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Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berraku pada tianggal di undangkln.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya clalam Berita Darerah provinsi
Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GoRoNTALo rAF{uN 2013 NoMc)R r?
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